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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi coaching dalam 

pengelolaan kinerja pegawai di Direktorat Pembelajaran Manajerial 

Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara serta merumuskan strategi 

optimalisasinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya 

integrasi coaching dalam siklus pengelolaan kinerja pegawai, meskipun LAN 

telah memiliki dukungan kebijakan, pedoman, pelatihan, dan penugasan coach. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. 

Analisis dilakukan menggunakan siklus pengelolaan kinerja berdasarkan 

PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 dan Normalization Process Theory 

(NPT) yang mencakup coherence, cognitive participation, collective action, 

dan reflexive monitoring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan 

kinerja di Ditjar MAPIM telah berjalan secara administratif melalui 

penyusunan SKP, pendokumentasian kinerja, evaluasi periodik, dan tindak 

lanjut hasil evaluasi. Namun, fungsi pembinaan kinerja belum optimal karena 

dialog kinerja belum merata, umpan balik masih cenderung reaktif, dan hasil 

evaluasi belum konsisten ditindaklanjuti dalam bentuk pembinaan yang 

terarah. Implementasi coaching juga telah mulai berjalan, tetapi belum 

sepenuhnya terintegrasi dalam siklus pengelolaan kinerja karena pemahaman 

pegawai belum seragam, kebutuhan coaching belum muncul merata dari 

coachee, pelaksanaan belum terjadwal konsisten, dokumentasi belum tertata, 

dan evaluasi manfaat belum sistematis. Rekomendasi penelitian ini meliputi 

pembaruan pedoman operasional coaching, penguatan dialog kinerja sebagai 

pintu masuk pembinaan, optimalisasi pemanfaatan Individual Development 

Plan (IDP), penjadwalan coaching setelah evaluasi kinerja periodik, penataan 

dokumentasi, serta penguatan monitoring dan pelaporan secara bertahap. 

 

Kata kunci: coaching, pengelolaan kinerja, ASN 
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ABSTRACT 
 

This study aims to analyze the implementation of coaching in employee 

performance management at the Directorate of Managerial and Leadership 

Learning of the National Institute of Public Administration and to formulate 

strategies for its optimization. The problem addressed in this study is the 

suboptimal integration of coaching into the employee performance 

management cycle, despite the existence of policy support, guidelines, training, 

and formal coach assignments within LAN. This study uses a descriptive 

qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and 

document review. The analysis is conducted using the employee performance 

management cycle based on Ministerial Regulation of Administrative and 

Bureaucratic Reform Number 6 of 2022 and Normalization Process Theory 

(NPT), which consists of coherence, cognitive participation, collective action, 

and reflexive monitoring. The findings show that performance management at 

Ditjar MAPIM has been administratively implemented through the preparation 

of employee performance plans, performance documentation, periodic 

evaluation, and follow-up mechanisms. However, the developmental function 

of performance management has not been fully optimized, as performance 

dialogue remains uneven, feedback tends to be reactive, and evaluation results 

have not been consistently followed up through structured developmental 

actions. The implementation of coaching has also begun, but it has not yet been 

fully integrated into the performance management cycle due to inconsistent 

employee understanding of coaching, uneven emergence of coaching needs 

from coachees, inconsistent scheduling, unorganized documentation, and 

unsystematic evaluation of its benefits. This study recommends updating the 

operational coaching guidelines, strengthening performance dialogue as an 

entry point for employee development, optimizing the use of Individual 

Development Plans (IDP), scheduling coaching after periodic performance 

evaluations, organizing coaching documentation, and gradually strengthening 

monitoring and reporting. 

 

Keywords: coaching, performance management, civil servants 
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 BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 
 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan 

pemerintahan tercermin dari kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas 

secara kompeten, profesional, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian kinerja 

organisasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara menegaskan bahwa pengelolaan ASN harus didasarkan pada sistem 

merit yang menempatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja sebagai pijakan 

utama. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia modern, 

kompetensi tidak bersifat statis, melainkan perlu dikembangkan secara 

berkelanjutan agar selaras dengan dinamika organisasi dan tuntutan kerja yang 

terus berubah (Armstrong & Taylor, 2020). Dengan demikian, pengembangan 

kompetensi tidak cukup dipahami sebagai kegiatan administratif yang bersifat 

periodik, tetapi harus terintegrasi dalam praktik kerja dan pembinaan kinerja 

pegawai sehari-hari. Urgensi tersebut semakin menguat di tengah perubahan 

lingkungan kerja global. World Economic Forum (2025) mencatat bahwa 

sekitar 39% keterampilan inti pekerja diperkirakan akan mengalami 

transformasi dalam periode 2025–2030, sementara kesenjangan keterampilan 

diidentifikasi oleh 63% pemberi kerja sebagai hambatan utama transformasi 

organisasi. Temuan ini menegaskan bahwa kebutuhan pengembangan 

kompetensi bersifat dinamis dan tidak dapat dipenuhi hanya melalui 

pendekatan konvensional. Dalam konteks ASN, hal ini sejalan dengan arah 

kebijakan nasional yang menuntut aparatur mampu beradaptasi terhadap 

perubahan lingkungan strategis. 

Tantangan tersebut menjadi semakin kompleks apabila 

mempertimbangkan besarnya skala aparatur yang harus dikelola. Berdasarkan 

Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Semester II Tahun 2024, jumlah ASN di 

Indonesia per 31 Desember 2024 mencapai 4.734.041 orang yang terdiri dari 

3.655.685 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.103.045 Pegawai Pemerintah 
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dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tersebar di seluruh instansi pusat dan 

daerah (BKN, 2024). Dengan jumlah tersebut, pengembangan kompetensi 

tidak hanya menjadi persoalan penyediaan program, tetapi juga menyangkut 

bagaimana pembinaan kompetensi dapat dilakukan secara efektif, 

berkelanjutan, dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan kinerja pegawai. 

Gambaran kondisi kompetensi ASN secara nasional dapat ditelusuri 

melalui hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang 

dikembangkan berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019. Indeks ini 

mengukur tingkat profesionalitas ASN dari empat dimensi: kompetensi (bobot 

40%), kinerja (30%), kualifikasi (25%), dan disiplin (5%). Hasil pengukuran 

tersebut menunjukkan kondisi yang perlu mendapat perhatian. Plt. Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Haryomo Dwi Putranto dalam Sosialisasi 

Pengukuran IP ASN tahun 2024 menyampaikan bahwa hasil pengukuran IP 

ASN tahun 2022–2023 secara nasional berada pada kategori “Sangat rendah” 

dengan nilai rata-rata 59,46%, sementara batas minimal nilai “Baik” berada 

pada skor 71%. Kontribusi terbesar terhadap rendahnya nilai tersebut justru 

berasal dari dimensi kompetensi, yaitu dimensi yang memiliki bobot paling 

besar dalam pengukuran. Penyebabnya, antara lain, perencanaan 

pengembangan kompetensi yang belum sesuai dengan kebutuhan jabatan, serta 

belum terpenuhinya standar minimum pengembangan kompetensi sebesar 20 

jam pelajaran per tahun (BKN, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa tantangan 

profesionalitas ASN tidak hanya terletak pada capaian administratif 

pengembangan kompetensi, tetapi juga pada bagaimana pengembangan 

tersebut dirancang agar sesuai dengan kebutuhan jabatan dan terhubung dengan 

kinerja pegawai. Dalam konteks penelitian ini, data IP ASN digunakan sebagai 

dasar untuk menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi ASN perlu 

diperkuat melalui mekanisme pembinaan yang lebih berkelanjutan dan 

terintegrasi dengan pengelolaan kinerja. Oleh karena itu, coaching menjadi 

relevan untuk dikaji karena pendekatan ini berorientasi pada dialog, refleksi, 
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pemecahan masalah, dan pengembangan kapasitas pegawai dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari.         

Sumber: BKN, 2024 

 

Kondisi tersebut tidak cukup diselesaikan semata-mata dengan menambah 

jumlah pelatihan klasikal. Rendahnya capaian dimensi kompetensi dalam IP 

ASN menunjukkan perlunya pendekatan pengembangan kompetensi yang 

lebih dekat dengan kebutuhan kerja aktual pegawai. Salah satu akar persoalan 

yang perlu dikaji adalah belum optimalnya integrasi antara pengembangan 

kompetensi dan sistem pengelolaan kinerja pegawai yang berjalan sehari-hari. 

Aguinis (2019) menjelaskan bahwa manajemen kinerja yang efektif bukan 

sekadar proses menilai hasil kerja di akhir tahun, melainkan proses 

berkelanjutan yang mencakup perencanaan, pemantauan, pemberian umpan 

balik, dan pengembangan kapasitas pegawai secara aktif. Dengan demikian, 

pengelolaan kinerja dan pengembangan kompetensi merupakan dua elemen 

yang saling menopang. Tanpa integrasi keduanya, pengembangan kompetensi 

berisiko menjadi kegiatan periodik yang tidak berdampak langsung pada 

kualitas kerja aktual pegawai. 

Gambar 1. 1 Komposisi Bobot Dimensi IP ASN dan Nilai Nasional 

2022–2023 
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Kerangka normatif yang ada sebetulnya sudah mengakomodasi prinsip 

integrasi ini. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN menegaskan bahwa pengelolaan kinerja 

ASN dilaksanakan sebagai suatu siklus berkelanjutan yang mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, penilaian, hingga tindak lanjut evaluasi 

kinerja. Pergeseran ini juga tercermin dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 yang 

mengganti istilah "penilaian kinerja" menjadi "pengelolaan kinerja", perubahan 

yang bukan sekadar soal pilihan kata, melainkan mencerminkan orientasi baru: 

dari sekadar mengukur hasil menuju aktif membina proses secara berkelanjutan 

(UU No. 20 Tahun 2023, Pasal 49). Dengan demikian, secara normatif sistem 

kinerja ASN telah dirancang sebagai sistem yang tidak hanya menilai, tetapi 

juga membina dan mengembangkan kapasitas pegawai. 

Berdasarkan data hasil penilaian kinerja pegawai Direktorat 

Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara 

selama periode 2023–2025, mayoritas pegawai secara konsisten memperoleh 

predikat "Baik". Pada tahun 2023, seluruh pegawai yang dinilai (28 pegawai) 

memperoleh predikat "Baik". Pada tahun 2024, dari 31 pegawai yang dinilai, 

sebanyak 25 pegawai memperoleh predikat "Baik", 5 pegawai memperoleh 

predikat "Sangat Baik", dan 1 pegawai memperoleh predikat "Butuh 

Perbaikan". Sementara itu, pada tahun 2025, dari 33 pegawai yang dinilai, 26 

pegawai memperoleh predikat "Baik" dan 7 pegawai memperoleh predikat 

"Sangat Baik". Secara umum, distribusi predikat kinerja selama periode 

tersebut masih didominasi oleh kategori "Baik", sebagaimana disajikan pada 

Grafik 1.1. 
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Grafik 1. 1 Distribusi Predikat Kinerja Pegawai Direktorat Pembelajaran 

Manajerial Kepemimpinan Tahun 2023–2025 

Sumber: Lembaga Administrasi Negara, 2025 

 

Dalam perspektif manajemen kinerja, distribusi predikat tersebut 

merupakan salah satu hasil dari proses pengelolaan kinerja, namun tidak 

menjadi tujuan akhirnya. DeNisi dan Murphy (2017) menjelaskan bahwa 

performance management bertujuan memanfaatkan informasi hasil penilaian 

sebagai dasar pemberian umpan balik, pembinaan, dan pengembangan pegawai 

secara berkelanjutan. Dengan demikian, nilai strategis pengelolaan kinerja 

tidak hanya terletak pada predikat yang dihasilkan, tetapi juga pada bagaimana 

hasil penilaian tersebut dimanfaatkan sebagai dasar untuk mendukung 

peningkatan kinerja dan pengembangan pegawai. Sejalan dengan hal tersebut, 

PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 1 angka 11 menempatkan dialog 

kinerja sebagai mekanisme utama dalam pembinaan pegawai. Dialog kinerja 

didefinisikan sebagai pembahasan dua arah antara pegawai dan pimpinan untuk 

menetapkan ekspektasi kerja, membahas hambatan, mengevaluasi capaian 

kinerja, serta memberikan umpan balik secara berkelanjutan. Armstrong dan 

Taylor (2020) menegaskan bahwa manajemen kinerja yang efektif bertumpu 
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pada dialog yang berlangsung secara terus-menerus, bukan hanya pada 

evaluasi di akhir periode penilaian. 

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi dialog kinerja masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain 

keterbatasan waktu pimpinan, tingginya beban kerja, serta kecenderungan 

organisasi memandang penilaian kinerja sebagai rutinitas administratif 

(Pulakos, 2009). Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kualitas interaksi 

antara atasan dan pegawai sehingga fungsi pembinaan belum dapat berjalan 

secara optimal. Dalam konteks tersebut, coaching menjadi pendekatan yang 

relevan untuk memperkuat implementasi dialog kinerja. Melalui proses 

percakapan yang reflektif, terstruktur, dan berorientasi pada solusi, coaching 

tidak hanya membantu pegawai memahami capaian kinerjanya, tetapi juga 

mendorong pengembangan kompetensi, peningkatan kinerja, serta penyusunan 

langkah pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan individu maupun 

organisasi. Atas dasar itulah, penelitian ini menganalisis implementasi 

coaching dalam pengembangan pegawai di Direktorat Pembelajaran 

Manajerial Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara. 

Dalam konteks pengelolaan kinerja ASN, unit kerja menjadi ruang 

utama tempat pembinaan kinerja berlangsung secara nyata. Hal ini karena 

perencanaan kinerja, pemantauan capaian, pemberian umpan balik, 

pembahasan hambatan kerja, serta tindak lanjut hasil evaluasi tidak hanya 

terjadi pada level kebijakan, tetapi terutama dalam interaksi sehari-hari antara 

pimpinan dan pegawai. Oleh karena itu, coaching perlu diperkuat di tingkat 

unit kerja agar pembinaan kinerja tidak berhenti sebagai prosedur administratif, 

melainkan berkembang menjadi proses dialogis yang membantu pegawai 

memahami target kerja, mengidentifikasi hambatan, menemukan solusi, dan 

mengembangkan kapasitas sesuai kebutuhan tugas. Dengan demikian, 

coaching relevan untuk dikaji bukan hanya sebagai metode pengembangan 

kompetensi, tetapi juga sebagai pendekatan yang dapat memperkuat 

pelaksanaan pengelolaan kinerja secara lebih konkret di tingkat unit kerja. 
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Dalam perkembangan manajemen sumber daya manusia modern, 

coaching telah muncul sebagai salah satu pendekatan pembinaan kinerja yang 

semakin banyak diadopsi oleh berbagai organisasi. Whitmore (2017) 

menjelaskan bahwa coaching adalah proses membuka potensi individu untuk 

memaksimalkan kinerjanya sendiri, bukan dengan memberikan instruksi atau 

jawaban, melainkan dengan membantu individu menemukan jawabannya 

sendiri melalui kesadaran diri dan tanggung jawab personal. Grant (2017) 

menambahkan bahwa coaching merupakan proses kolaboratif yang berbasis 

solusi, dirancang untuk meningkatkan performa, pembelajaran, dan 

kesejahteraan individu melalui percakapan yang terarah dan reflektif. Dalam 

konteks ASN, pendekatan ini menjadi relevan karena sejalan dengan 

kebutuhan pembinaan kinerja yang tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga 

pengembangan. Lebih lanjut, coaching telah memperoleh legitimasi normatif 

dalam sistem pengelolaan kinerja ASN. Lampiran PermenPANRB Nomor 6 

Tahun 2022 secara eksplisit menyebutkan bahwa pembinaan kinerja dapat 

dilakukan melalui coaching, yang menunjukkan bahwa pendekatan ini bukan 

sekadar praktik tambahan, melainkan bagian dari sistem yang telah dirancang 

secara formal. 

Secara empiris, efektivitas coaching dalam meningkatkan kinerja 

individu dan organisasi semakin banyak dikonfirmasi oleh penelitian ilmiah. 

Meta-analisis yang dilakukan oleh de Haan dan Nilsson (2023) dalam Academy 

of Management Learning & Education menganalisis 37 studi randomized 

controlled trial tentang workplace coaching dengan total sampel 2.528 orang, 

dan menghasilkan effect size sebesar g = 0,59 — kategori efek sedang yang 

signifikan secara statistik dan mengkonfirmasi bahwa coaching efektif 

terhadap berbagai outcome kepemimpinan dan personal. Cannon-Bowers et al. 

(2023) dalam Frontiers in Psychology juga menegaskan bahwa workplace 

coaching adalah salah satu intervensi peningkatan performa yang 

pertumbuhannya paling cepat dalam organisasi modern. Dalam konteks sektor 

publik secara spesifik, penerapan coaching terbukti dapat mengurangi 
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ketegangan di tempat kerja sekaligus meningkatkan tanggung jawab personal 

melalui penguatan kerangka motivasi internal pegawai (Buralkiyeva & Dyrka, 

2023, dikutip dalam International Journal of Business and Management, 

2025). Pesatnya pertumbuhan praktik ini juga tercermin dari data International 

Coaching Federation yang mencatat sekitar 126.000 praktisi coach aktif di 

seluruh dunia pada 2023, hampir dua kali lipat dibandingkan 2019 (ICF, 2023, 

dikutip dalam Kim et al., 2025). 

Meski potensinya besar, keberhasilan coaching dalam suatu organisasi 

tidak datang secara otomatis. Ellinger et al. (2011) menegaskan bahwa 

efektivitas coaching sangat bergantung pada faktor-faktor organisasi seperti 

komitmen pimpinan, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), budaya kerja, 

dan kejelasan sistem pendukungnya. Grant (2017) menambahkan bahwa tanpa 

integrasi yang jelas dengan sistem kinerja, coaching cenderung tidak 

menghasilkan dampak yang berarti terhadap peningkatan performa. Yang 

membuat persoalan ini semakin relevan untuk konteks Indonesia, khususnya di 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah fakta bahwa tantangan 

implementasi coaching di lingkungan birokrasi bukan persoalan baru. 

Nurhayat (2016), dalam kajiannya tentang praktik coaching dalam Pendidikan 

dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di LAN, menemukan bahwa meskipun 

coaching sudah diterapkan dalam konteks pembelajaran kepemimpinan, masih 

terdapat tumpang tindih pemahaman antara coaching, mentoring, dan 

konseling di kalangan pelaksananya. Temuan ini punya makna historis yang 

penting: persoalan pemahaman dan implementasi coaching di lingkungan LAN 

bukan masalah yang baru muncul, melainkan sudah berlangsung hampir satu 

dekade dan belum terselesaikan secara sistematis. Sementara itu, kajian empiris 

tentang implementasi coaching dalam sistem pengelolaan kinerja ASN di 

Indonesia juga masih sangat terbatas. Salah satu yang mulai membuka jalan 

adalah Andika et al. (2024) yang meneliti praktik dialog kinerja di lingkungan 

instansi pemerintah dan menemukan bahwa kualitas interaksi antara atasan dan 

bawahan dalam siklus kinerja, bukan sekadar kepatuhan prosedural, 
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merupakan prediktor paling signifikan bagi peningkatan motivasi dan kinerja 

ASN; temuan ini memperkuat argumen bahwa coaching, sebagai pendekatan 

yang menempatkan dialog sebagai inti prosesnya, memiliki potensi strategis 

yang belum dioptimalkan dalam sistem pengelolaan kinerja birokrasi 

Indonesia. Dengan demikian, terdapat ruang akademis yang signifikan untuk 

dieksplorasi lebih jauh. 

Dalam lanskap pengembangan kompetensi ASN nasional, Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) memiliki posisi yang sangat strategis sebagai 

instansi pembina kompetensi ASN secara nasional, sebagaimana ditegaskan 

dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga 

Administrasi Negara. Mandat tersebut tidak hanya diwujudkan melalui 

penyelenggaraan pelatihan konvensional, tetapi juga melalui pengembangan 

pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif dalam kerangka Corporate 

University, sebuah paradigma yang menekankan bahwa pembelajaran tidak 

harus terjadi di ruang kelas, tetapi juga bisa berlangsung langsung dalam 

praktik kerja sehari-hari. Sejalan dengan itu, coaching telah diakui secara 

regulatif sebagai salah satu metode pengembangan kompetensi non-klasikal 

berdasarkan Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2018. Komitmen ini kemudian 

diperkuat melalui Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2020 yang 

menetapkan Pedoman Coaching, Konseling, dan Mentoring sebagai landasan 

operasional coaching di lingkungan LAN. Kepala Pusat Pengembangan 

Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural LAN, Dra. Isti Heriani, MBA, dalam 

pembukaan Pelatihan Coaching dan Mentoring Angkatan II Tahun 2024, 

menegaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN tidak lagi terbatas pada 

pelatihan klasikal di kelas, melainkan dapat dilakukan langsung di tempat 

kerja, salah satunya melalui coaching dan mentoring (LAN, 2024). 

Komitmen LAN dalam mengembangkan coaching sebagai bagian dari 

pembelajaran berbasis kinerja terlihat dari adanya beberapa dukungan 

kelembagaan, mulai dari pengakuan coaching sebagai metode pengembangan 

kompetensi nonklasikal, penyusunan Pedoman Coaching, Konseling, dan 
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Mentoring, strategi implementasi LAN Corporate University melalui coaching 

mentoring, pelatihan dan penugasan coach internal, hingga penetapan standar 

kompetensi dan sertifikasi coaching dan mentoring sektor publik. Dengan 

demikian, secara kelembagaan LAN telah memiliki dasar yang cukup kuat 

untuk mendorong pelaksanaan coaching sebagai bagian dari pengembangan 

kompetensi dan pembinaan kinerja pegawai. Namun, sebagaimana banyak 

ditemukan dalam kajian implementasi kebijakan, keberadaan regulasi yang 

komprehensif tidak otomatis menjamin suatu praktik telah terintegrasi secara 

efektif dalam rutinitas kerja nyata di tingkat unit kerja (May & Finch, 2009). 

Keberadaan regulasi dan perangkat kelembagaan tersebut juga belum tentu 

memastikan bahwa coaching telah dipahami, diterima, dijalankan, dan 

dievaluasi secara konsisten oleh seluruh aktor yang terlibat. Dengan demikian, 

menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana coaching yang telah 

dilembagakan tersebut benar-benar terimplementasi secara konsisten dan 

memberikan dampak nyata dalam praktik kerja sehari-hari pegawai. Oleh 

karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memahami bagaimana 

implementasi coaching berlangsung dalam pengelolaan kinerja pegawai di 

tingkat unit kerja. 

Salah satu unit kerja di lingkungan LAN yang menjadi konteks 

penelitian ini adalah Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan 

(Ditjar MAPIM). Unit ini memiliki tugas strategis dalam menyelenggarakan 

pembelajaran manajerial dan kepemimpinan bagi aparatur pemerintah, bidang 

yang secara konseptual memiliki kaitan sangat erat dengan praktik coaching. 

Untuk menganalisis sejauh mana coaching telah terinternalisasi dalam rutinitas 

kerja unit ini, penelitian ini menggunakan kerangka Normalization Process 

Theory (NPT) yang secara khusus dirancang untuk menelaah proses bagaimana 

suatu praktik baru diimplementasikan, tertanam, dan menjadi bagian organik 

dari pola kerja suatu organisasi (May & Finch, 2009).  Dalam literatur 

kepemimpinan modern, coaching dipandang sebagai salah satu kompetensi inti 

pemimpin yang efektif, yaitu kemampuan untuk membantu anggota tim 
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berpikir mandiri, menemukan solusi, dan berkembang secara profesional 

(Ellinger et al., 2011). Dengan dasar itu, Ditjar MAPIM seharusnya menjadi 

salah satu unit yang paling kondusif bagi tumbuhnya budaya coaching, tidak 

hanya sebagai program formal, tetapi sebagai bagian organik dari cara kerja 

dan pembinaan pegawai sehari-hari. Di sisi lain, unit ini juga menjadi salah 

satu unit di LAN yang sudah aktif menerapkan coaching secara internal, 

termasuk melalui lebih dari satu pendekatan coaching yang berjalan 

bersamaan. Kondisi ini menciptakan kompleksitas implementasi yang menarik 

secara akademis untuk diteliti secara mendalam. 

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan melalui kegiatan magang 

pada September–Desember 2025, wawancara awal pada Januari 2026, serta 

komunikasi lanjutan pada Maret 2026, diperoleh gambaran awal bahwa 

coaching di Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan (Ditjar 

MAPIM) telah mulai dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan 

pengembangan pegawai. Coaching telah dimanfaatkan sebagai sarana diskusi 

kerja, refleksi kinerja, serta ruang bagi pegawai untuk membahas hambatan 

dalam pelaksanaan tugas. Namun demikian, implementasinya masih 

menghadapi sejumlah keterbatasan, sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan coaching belum berjalan secara konsisten, terstruktur, dan 

berkelanjutan karena pada sebagian pegawai coaching baru dilakukan 

secara terbatas dan belum diikuti dengan proses tindak lanjut yang jelas. 

2. Pemahaman mengenai coaching belum sepenuhnya seragam. Dalam 

praktiknya, coaching masih berpotensi dipahami sebagai arahan, dialog 

kerja biasa, atau pemenuhan kewajiban dalam pengelolaan kinerja. Padahal, 

coaching tidak berorientasi pada pemberian instruksi langsung, melainkan 

pada proses menggali kesadaran, potensi, hambatan, dan alternatif solusi 

yang ditemukan oleh coachee sendiri.  

3. Dokumentasi dan evaluasi hasil coaching belum dilakukan secara 

sistematis. Meskipun secara kelembagaan LAN telah memiliki pedoman 

coaching, dalam praktiknya pencatatan hasil coaching belum tertata dengan 
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baik sehingga menyulitkan proses pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut 

pembinaan.  

4. Keterkaitan antara coaching dengan mekanisme pengelolaan kinerja formal, 

khususnya dialog kinerja, evaluasi kinerja periodik, dan tindak lanjut hasil 

evaluasi, belum terintegrasi secara jelas dalam praktik kerja unit. Kondisi 

ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal coaching sebagai 

instrumen pembinaan kinerja dengan realitas implementasinya di tingkat 

unit kerja. 

Kesenjangan tersebut semakin penting untuk dikaji karena pada saat 

yang sama LAN terus mendorong kebijakan coaching ke arah yang lebih 

profesional dan terstandar. Di satu sisi, LAN telah memiliki dukungan 

kelembagaan berupa regulasi, pedoman, pelatihan, penugasan coach internal, 

strategi LAN Corporate University, hingga penguatan standar kompetensi dan 

sertifikasi coaching. Namun di sisi lain, keberadaan kebijakan dan perangkat 

kelembagaan tersebut belum otomatis menjamin bahwa coaching telah 

dipahami, dijalankan, didokumentasikan, dan dievaluasi secara konsisten di 

tingkat unit kerja. Dalam konteks pengelolaan kinerja ASN, unit kerja justru 

menjadi ruang utama tempat pembinaan kinerja berlangsung secara nyata, 

mulai dari perencanaan kinerja, pemantauan capaian, pemberian umpan balik, 

pembahasan hambatan kerja, hingga tindak lanjut hasil evaluasi. 

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk 

menggambarkan implementasi coaching di Direktorat Pembelajaran 

Manajerial Kepemimpinan LAN, tetapi juga untuk menganalisis sejauh mana 

coaching telah terintegrasi dalam siklus pengelolaan kinerja pegawai. Analisis 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan 

Normalization Process Theory (NPT) sebagai kerangka analisis. Pendekatan 

ini dipilih karena memungkinkan peneliti tidak hanya mengidentifikasi apakah 

coaching telah dilaksanakan, tetapi juga memahami bagaimana coaching 

dipahami, diterima, dijalankan, dan dievaluasi oleh aktor-aktor yang terlibat 

dalam rutinitas kerja organisasi. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan 
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untuk merumuskan strategi optimalisasi agar coaching dapat lebih terintegrasi 

dengan siklus pengelolaan kinerja pegawai, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan pembinaan, penilaian, hingga tindak lanjut hasil evaluasi 

kinerja. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan judul 

“Analisis Implementasi Coaching dalam Pengelolaan Kinerja Pegawai di 

Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan Lembaga 

Administrasi Negara.” 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi coaching dalam pengelolaan kinerja pegawai di 

Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan Lembaga Administrasi 

Negara? 

2. Bagaimana strategi optimalisasi implementasi coaching agar terintegrasi 

dalam siklus pengelolaan kinerja pegawai di Direktorat Pembelajaran 

Manajerial Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, diantaranya: 

1. Untuk menganalisis implementasi coaching dalam pengelolaan kinerja 

pegawai di Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan Lembaga 

Administrasi Negara 

2. Untuk merumuskan strategi optimalisasi implementasi coaching agar lebih 

terintegrasi dalam pengelolaan kinerja pegawai di Direktorat Pembelajaran 

Manajerial Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Terdapat tiga manfaat teoritis dalam penelitian ini, yaitu: 
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a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian manajemen sumber 

daya manusia sektor publik, khususnya dalam memahami implementasi 

coaching sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja ASN. 

b. Memperkaya literatur mengenai praktik coaching dalam konteks organisasi 

publik dengan pendekatan analisis implementasi berbasis Normalization 

Process Theory (NPT). 

c. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji 

integrasi coaching dalam sistem pengelolaan kinerja ASN secara 

kontekstual dan kualitatif. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun tiga manfaat praktis dalam penelitian ini, diantaranya: 

a. Memberikan gambaran empiris mengenai implementasi coaching dalam 

pengelolaan kinerja pegawai di Direktorat Pembelajaran Manajerial 

Kepemimpinan LAN. 

b. Menjadi bahan refleksi bagi pimpinan, pelaksana coaching, dan pengelola 

kepegawaian dalam memperkuat integrasi coaching dengan dialog kinerja 

dan mekanisme pembinaan pegawai. 

c. Mendukung pengembangan praktik coaching yang lebih terstruktur, 

terdokumentasi, dan selaras dengan prinsip sistem merit serta kebijakan 

pengelolaan kinerja ASN. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 
A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi coaching dalam 

pengelolaan kinerja pegawai di Direktorat Pembelajaran Manajerial 

Kepemimpinan (Ditjar MAPIM) Lembaga Administrasi Negara, dapat 

disimpulkan bahwa coaching telah mulai diterapkan dan memperoleh 

dukungan kelembagaan yang cukup kuat secara formal. Namun, integrasinya 

dalam siklus pengelolaan kinerja pegawai masih belum berjalan secara merata 

pada praktik di tingkat unit kerja. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil 

wawancara dengan key informant dan telaah dokumen yang dianalisis 

menggunakan dua kerangka utama, yaitu siklus pengelolaan kinerja 

berdasarkan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 dan Normalization Process 

Theory (NPT). Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Ditjar 

MAPIM telah memiliki landasan kebijakan, dukungan organisasi, dan aktor 

pelaksana yang mendukung implementasi coaching. Akan tetapi, dukungan 

tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh normalisasi coaching sebagai bagian 

yang melekat dalam proses pembinaan dan pengelolaan kinerja pegawai. 

1. Pengelolaan Kinerja Masih Didominasi Fungsi Administratif 

dibandingkan Fungsi Pembinaan 

       Pengelolaan kinerja pegawai di Ditjar MAPIM telah berjalan sesuai 

mekanisme formal yang berlaku. Hal ini terlihat dari penyusunan SKP, 

pendokumentasian kinerja, evaluasi periodik, serta adanya mekanisme tindak 

lanjut hasil evaluasi kinerja dalam sistem pengelolaan kinerja ASN. Telaah 

dokumen menunjukkan bahwa proses tersebut telah memiliki dasar normatif 

dan administratif yang jelas. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa 

fungsi pengelolaan kinerja sebagai sarana pembinaan dan pengembangan 

pegawai belum berjalan sekuat fungsi administratifnya. Dialog kinerja belum 

selalu dimanfaatkan untuk mengidentifikasi hambatan kerja dan kebutuhan 
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pengembangan pegawai secara mendalam, sementara tindak lanjut hasil 

evaluasi kinerja belum secara konsisten diterjemahkan ke dalam bentuk 

pembinaan yang terarah. Dengan demikian, pengelolaan kinerja di Ditjar 

MAPIM telah berjalan secara prosedural, tetapi fungsi pembinaannya masih 

perlu diperkuat agar sejalan dengan semangat pengelolaan kinerja ASN yang 

berorientasi pada pengembangan pegawai. 

2. Dukungan Kelembagaan terhadap Coaching Belum Sepenuhnya Diikuti 

Kesamaan Pemahaman Praktis 

       Implementasi coaching di Ditjar MAPIM telah memperoleh dukungan 

kelembagaan melalui regulasi, pedoman, nota dinas atau surat tugas, 

pelatihan, serta penugasan coach internal. Telaah dokumen menunjukkan 

bahwa coaching telah memiliki legitimasi sebagai bagian dari pengembangan 

kompetensi dan pembinaan kinerja pegawai di lingkungan LAN. Akan tetapi, 

hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman mengenai coaching belum 

sepenuhnya seragam. Sebagian informan memahami coaching sebagai proses 

yang membantu pegawai melakukan refleksi, mengenali hambatan kerja, dan 

menemukan solusi secara mandiri, sedangkan sebagian lainnya masih 

mencampurkan coaching dengan mentoring, arahan kerja, konsultasi, atau 

diskusi biasa. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesiapan 

formal organisasi dengan pemahaman praktis pelaksanaannya di lingkungan 

kerja. 

3. Keterlibatan Aktor dalam Coaching Belum Sepenuhnya Tumbuh 

sebagai Kebutuhan Pengembangan Pegawai 

       Keterlibatan aktor dalam implementasi coaching telah terlihat melalui 

peran pimpinan, coach internal, dan pegawai sebagai coachee. Hasil 

wawancara menunjukkan adanya dukungan dari pimpinan dan coach dalam 

mendorong pelaksanaan coaching sebagai bagian dari pembinaan pegawai. 

Namun, keterlibatan coachee belum sepenuhnya tumbuh secara merata 

sebagai kebutuhan pengembangan diri. Pada sebagian pegawai, coaching 

telah dipahami sebagai ruang refleksi dan pengembangan kompetensi, 
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sementara pada sebagian lainnya masih lebih dipandang sebagai kegiatan 

yang difasilitasi oleh organisasi atau atasan. Kondisi ini tidak hanya 

menunjukkan bahwa kesadaran pegawai terhadap manfaat coaching masih 

perlu diperkuat, tetapi juga menunjukkan bahwa coaching belum sepenuhnya 

dikaitkan secara jelas dengan kebutuhan kerja dan pengembangan individu. 

Dengan demikian, partisipasi dalam coaching masih cukup bergantung pada 

dorongan dari pihak lain, belum sepenuhnya muncul sebagai kebutuhan 

pembinaan yang disadari oleh pegawai. 

4. Coaching Belum Ternormalisasi sebagai Rutinitas Pembinaan Kinerja 

       Coaching di Ditjar MAPIM telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk 

praktik kerja, seperti diskusi, refleksi, maupun pembahasan hambatan kerja. 

Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya menjadi rutinitas pembinaan 

yang stabil dalam siklus pengelolaan kinerja. Hasil wawancara menunjukkan 

bahwa intensitas dan konsistensi pelaksanaan coaching masih dipengaruhi 

oleh beban kerja, ketersediaan waktu, dinamika hubungan kerja, serta 

kebutuhan masing-masing pihak. Telaah dokumen juga menunjukkan bahwa 

instrumen pendukung coaching telah tersedia, meskipun pemanfaatannya 

dalam dokumentasi proses dan tindak lanjut coaching belum dilakukan secara 

konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa coaching telah hadir dalam 

praktik kerja, tetapi belum sepenuhnya tertanam sebagai mekanisme 

pembinaan yang terstruktur, berulang, dan mudah ditelusuri dalam siklus 

pengelolaan kinerja pegawai. 

5. Manfaat Coaching Belum Didukung oleh Mekanisme Evaluasi yang 

Sistematis 

       Manfaat coaching mulai dirasakan oleh pegawai, terutama dalam 

membuka ruang diskusi, membantu refleksi diri, mengidentifikasi hambatan 

kerja, mendorong pencarian solusi, serta memperkuat tanggung jawab 

terhadap pekerjaan. Temuan ini menunjukkan bahwa coaching memiliki 

potensi sebagai instrumen pembinaan kinerja yang relevan dengan kebutuhan 

pegawai. Namun, hasil wawancara dan telaah dokumen menunjukkan bahwa 
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evaluasi terhadap pelaksanaan coaching belum dilakukan melalui mekanisme 

yang baku, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Akibatnya, manfaat coaching 

lebih banyak dirasakan pada tingkat individu dan belum sepenuhnya 

dimanfaatkan sebagai dasar pembelajaran organisasi maupun perbaikan 

pelaksanaan coaching secara berkelanjutan. 

6. Tantangan Utama Optimalisasi Coaching Terletak pada Integrasinya 

dengan Sistem Pengelolaan Kinerja 

       Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, tantangan utama 

implementasi coaching di Ditjar MAPIM bukan terletak pada ketiadaan 

kebijakan, aktor pelaksana, maupun instrumen pendukung, melainkan pada 

belum kuatnya integrasi coaching dengan sistem pengelolaan kinerja yang 

telah berjalan. Coaching belum secara konsisten dihubungkan dengan dialog 

kinerja, identifikasi kebutuhan pengembangan pegawai, pemanfaatan 

Individual Development Plan (IDP) sebagai dasar kebutuhan pembinaan 

pegawai, penilaian kinerja, maupun tindak lanjut hasil evaluasi. Padahal, 

coaching berpotensi menjadi instrumen yang menghubungkan pencapaian 

kinerja, tantangan pekerjaan, kebutuhan pengembangan kompetensi, dan 

proses pembinaan pegawai. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi 

coaching lebih ditentukan oleh sejauh mana coaching dapat menjadi bagian 

yang melekat dalam proses pengelolaan kinerja, bukan sekadar kegiatan 

pengembangan yang dilaksanakan secara terpisah. 

       Dengan demikian, implementasi coaching dalam pengelolaan kinerja 

pegawai di Ditjar MAPIM menunjukkan adanya kesenjangan antara kesiapan 

kelembagaan dan tingkat normalisasi praktik coaching dalam pengelolaan 

kinerja sehari-hari. Organisasi telah memiliki dasar kebijakan, dukungan 

struktural, dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan coaching, tetapi 

coaching belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme pembinaan yang 

terintegrasi, partisipatif, terdokumentasi, dan dievaluasi secara berkelanjutan. 

Temuan ini menegaskan bahwa penguatan implementasi coaching tidak lagi 

berfokus pada penyediaan instrumen formal, melainkan pada upaya 
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menjadikan coaching sebagai bagian yang melekat dalam budaya pembinaan 

dan pengelolaan kinerja pegawai. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, implementasi coaching di Direktorat 

Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan telah menunjukkan manfaat dalam 

mendukung pengembangan pegawai. Namun demikian, penelitian ini juga 

menemukan beberapa aspek yang masih dapat dioptimalkan, seperti 

pemanfaatan dialog kinerja, pemahaman terhadap coaching, pemanfaatan 

Individual Development Plan (IDP), dokumentasi pelaksanaan, serta 

monitoring dan evaluasi coaching. Oleh karena itu, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut. 

1. Memperkuat Dialog Kinerja sebagai Pintu Masuk Pembinaan Pegawai 

       Berdasarkan temuan penelitian, Ditjar MAPIM dapat mengoptimalkan 

pemanfaatan dialog kinerja sebagai pintu masuk dalam menentukan 

kebutuhan pembinaan dan pengembangan pegawai. Pelaksanaan 

rekomendasi ini dapat dilakukan oleh Ketua Tim dan Kepala Subdirektorat 

sesuai dengan kewenangannya dalam pembinaan kinerja pegawai. 

Pembahasan mengenai kebutuhan pembinaan dapat diintegrasikan pada saat 

penyusunan ekspektasi kinerja di awal periode, dialog kinerja berkala, 

maupun setelah evaluasi kinerja triwulanan. Dalam setiap dialog, pimpinan 

dapat menggali hambatan yang dihadapi pegawai, kompetensi yang perlu 

diperkuat, serta bentuk pembinaan yang paling sesuai, seperti coaching, 

mentoring, pelatihan, belajar mandiri, atau bentuk pengembangan lainnya. 

Hasil pembahasan tersebut cukup dicatat secara ringkas sebagai bagian dari 

tindak lanjut dialog kinerja yang telah berjalan sehingga tidak menambah 

beban administrasi baru. Melalui langkah tersebut, kebutuhan pembinaan 

pegawai diharapkan dapat teridentifikasi secara lebih sistematis sehingga 

menjadi dasar dalam menentukan bentuk pengembangan yang sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing pegawai. Dengan demikian, coaching dapat 

semakin terintegrasi dalam siklus pengelolaan kinerja dan dimanfaatkan 
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sebagai salah satu alternatif pembinaan yang mendukung pengembangan 

pegawai secara berkelanjutan. 

2. Memperbarui Pedoman Coaching menjadi Panduan Operasional yang 

Lebih Praktis 

       Berdasarkan temuan penelitian, Biro Hukum, Organisasi, dan SDM LAN 

dapat mempertimbangkan pembaruan pedoman coaching yang telah tersedia 

agar lebih operasional dan mudah digunakan dalam praktik kerja sehari-hari. 

Rekomendasi ini sejalan dengan hasil wawancara bersama key informant dari 

unsur Hukum, Organisasi, dan SDM yang menyampaikan bahwa pedoman 

coaching masih dapat disempurnakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan 

implementasi. Dengan demikian, pembaruan tersebut tidak dimaksudkan 

sebagai kritik terhadap pedoman yang telah ada, melainkan sebagai upaya 

penyempurnaan agar lebih mudah dipahami oleh pimpinan, coach, maupun 

coachee.Pengembangan panduan operasional dapat dilakukan secara 

bertahap melalui peninjauan pedoman yang telah dimiliki LAN, kemudian 

disusun dalam bentuk dokumen ringkas yang memuat konsep dasar coaching, 

perbedaannya dengan mentoring, konseling, konsultasi, arahan kerja, dan 

umpan balik kinerja, prinsip kerahasiaan, peran coach dan coachee, alur 

pelaksanaan coaching, serta contoh pertanyaan yang dapat digunakan pada 

setiap tahapan percakapan coaching. Panduan tersebut selanjutnya dapat 

disosialisasikan kepada coach internal, Ketua Tim, dan pegawai melalui 

forum berbagi praktik, orientasi pegawai, atau kegiatan pengembangan 

kompetensi yang telah rutin diselenggarakan. Melalui pengembangan 

panduan operasional tersebut, pemahaman mengenai coaching diharapkan 

menjadi lebih seragam sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung secara 

lebih konsisten dan semakin terintegrasi dalam pembinaan serta pengelolaan 

kinerja pegawai. 
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3. Mengoptimalkan IDP sebagai Dasar Pemilihan Bentuk Pembinaan 

Pegawai 

       Ditjar MAPIM dapat mengoptimalkan pemanfaatan Individual 

Development Plan (IDP) sebagai dasar dalam menentukan bentuk pembinaan 

yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan masing-masing pegawai. 

Dalam konteks ini, coaching dapat diposisikan sebagai salah satu alternatif 

pembinaan yang dipilih berdasarkan hasil dialog kinerja, evaluasi kinerja, dan 

kebutuhan pengembangan individu, sehingga IDP dapat menjadi penghubung 

antara pengelolaan kinerja dengan pengembangan kompetensi pegawai. 

Pelaksanaan rekomendasi ini dapat dilakukan oleh Ketua Tim dan Kepala 

Subdirektorat bersama pegawai melalui peninjauan kembali IDP setelah 

dialog kinerja atau evaluasi kinerja periodik. Dari hasil peninjauan tersebut, 

kebutuhan pengembangan pegawai dapat dipetakan untuk menentukan 

bentuk pembinaan yang paling sesuai, seperti coaching, mentoring, pelatihan, 

belajar mandiri, atau bentuk pengembangan lainnya. Coaching dapat 

diprioritaskan apabila kebutuhan pengembangan berkaitan dengan refleksi 

diri, penyelesaian hambatan kerja, penggalian potensi, penentuan prioritas, 

maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas. Melalui 

pemanfaatan IDP yang lebih optimal, bentuk pembinaan diharapkan menjadi 

lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing pegawai. Dengan 

demikian, coaching dapat dimanfaatkan secara lebih terarah sebagai bagian 

dari pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan siklus pengelolaan 

kinerja. 

4. Menetapkan Jadwal Coaching Berkala yang Terhubung dengan 

Evaluasi Kinerja Triwulanan 

       Ditjar MAPIM dapat menetapkan pelaksanaan coaching secara berkala 

yang terhubung dengan siklus evaluasi kinerja triwulanan sehingga coaching 

dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk tindak lanjut hasil evaluasi 

kinerja pegawai. Pelaksanaan rekomendasi ini dapat dikoordinasikan oleh 

Ketua Tim dan Kepala Subdirektorat sesuai dengan siklus pengelolaan 
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kinerja yang telah berjalan. Setelah evaluasi kinerja triwulanan, pimpinan 

bersama pegawai dapat mengidentifikasi hambatan kerja, kebutuhan 

pengembangan, maupun area perbaikan yang relevan untuk ditindaklanjuti 

melalui coaching. Coaching dapat dijadwalkan minimal satu kali dalam setiap 

triwulan atau disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dan kesiapan coach, 

dengan tetap memberikan fleksibilitas apabila terdapat prioritas pekerjaan 

yang mendesak. Untuk mendukung pelaksanaannya, unit kerja dapat 

menyusun jadwal sederhana yang memuat pasangan coach–coachee, waktu 

pelaksanaan, serta tindak lanjut yang telah disepakati. Melalui pelaksanaan 

coaching yang lebih terjadwal, proses pembinaan diharapkan berlangsung 

secara lebih konsisten dan tidak bergantung pada inisiatif masing-masing 

individu. Dengan demikian, coaching dapat semakin terintegrasi sebagai 

bagian dari tindak lanjut evaluasi kinerja dalam siklus pengelolaan kinerja 

pegawai. 

5. Menata Dokumentasi Coaching dengan Tetap Menjaga Kerahasiaan 

Coachee 

       Biro Hukum, Organisasi, dan SDM LAN bersama Ditjar MAPIM dapat 

menata dokumentasi coaching melalui penggunaan instrumen yang sederhana 

agar proses dan tindak lanjut coaching dapat ditelusuri tanpa mengurangi 

prinsip kerahasiaan coachee. Pelaksanaan rekomendasi ini dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan instrumen yang telah tersedia atau menyusun format 

dokumentasi sederhana, seperti formulir refleksi coachee, coach logbook, 

atau catatan perkembangan coaching dalam bentuk fisik maupun digital. 

Dokumentasi cukup memuat informasi umum mengenai waktu pelaksanaan, 

tujuan coaching, topik pembahasan, komitmen tindak lanjut, serta 

perkembangan pada sesi berikutnya, tanpa mencatat isi percakapan yang 

bersifat pribadi atau sensitif. Pencatatan dapat dilakukan setelah setiap sesi 

coaching dengan akses yang terbatas kepada pihak yang berkepentingan, 

seperti coach, coachee, dan pengelola yang memiliki kewenangan. Melalui 

dokumentasi yang lebih tertata, perkembangan coaching diharapkan dapat 
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dipantau secara berkelanjutan tanpa mengurangi rasa aman dan keterbukaan 

coachee. Dengan demikian, hasil coaching tidak hanya bermanfaat bagi 

perkembangan individu, tetapi juga dapat menjadi bahan pembelajaran dalam 

penguatan pembinaan kinerja pegawai. 

6. Membuat Monitoring dan Laporan Perkembangan Coaching secara 

Agregat dan Bertahap 

     Ditjar MAPIM bersama Biro Hukum, Organisasi, dan SDM LAN dapat 

mengembangkan mekanisme monitoring dan laporan perkembangan 

coaching secara berkala sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan pembinaan 

pegawai. Pelaksanaan rekomendasi ini dapat dilakukan melalui penyusunan 

laporan sederhana setiap semester yang memuat informasi agregat, seperti 

jumlah sesi coaching yang terlaksana, jumlah coachee yang mengikuti 

coaching, isu umum yang berkembang, tindak lanjut yang telah dilakukan, 

serta kendala pelaksanaan coaching. Monitoring dilakukan tanpa 

mencantumkan isi percakapan maupun identitas individu sehingga prinsip 

kerahasiaan coachee tetap terjaga. Pada tahap awal, pencatatan dapat 

dilakukan melalui rekap manual atau spreadsheet sederhana, kemudian 

dikembangkan secara bertahap menjadi dashboard pada platform internal 

apabila mekanisme pencatatan telah berjalan secara konsisten. Melalui 

monitoring yang dilakukan secara berkala, organisasi diharapkan 

memperoleh gambaran mengenai perkembangan implementasi coaching, 

mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat, serta menjadikan hasil 

monitoring sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan pembinaan dan 

pengelolaan kinerja pegawai secara berkelanjutan. 
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